
Mcnimbang 

fll'.IU\'I UHAN WALi KOTA l'A0/\1< Al.AM 

NOMOH ?,() TAIIUN 20n 

Tl~NTANO 

Rfi:NCANA Klm,JA PEMl~RINTAII OA ERAII 

KOTA flAGAR ALAM TAHUN 2024 

DENGAN RAIIMAT TUI-IAN YANG MAHA E.SA 

WALi KOTA PAOAR ALAM , 

bahwa untuk mclaksanakan kctentwrn Pastil 26 aytit (2) 

Undang-Undang Nomur 25 Tahun 2004 tcnta ng Sistcm 

Percn anaan Pcmbangunan Na sional dan Pasa l 264 aya t (2) 

Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 20 I 4 tcnta ng 

Pemcrintahan Daerah scbagaimana telah bcberapa kali 

diubah, tcrakhir dcngan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 Lentang Penetapan Peraturan Pcmerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kata 

Pagar Alam Tahun 2024; 

Mengingat : I. Pasal 18 Ayat (6) Undang · Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kata Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4115); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 



Kcu, ngan un111k r •na ng. 11 an Pond ·mi Coronn V1ru 0 1 rn r 

201 9 (Covid -19) da11/ otau D, lom Rongka Mcnghadopi 

Ancaman yang Mcmbahayakon Pcrckonorrnan N, ion I 

dnn/ atau Stabilitn Si tern Kcuonga n Mcnj d1 Unda ng· 

Undnng (Lcml,amn Nega,a Republ ik l11donc ia Tahu11 2020 

Nomor 134, Tombahon Lcmbaran Negara Rcpublik lndone ia 

Nomor 65 16); 

4. U11d ang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tc11 tnng Sis tem 

Percncanoan Pernbangunan No ·ional (Lemboran Negara 

R publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 I) ; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

bcberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Penggant.i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 



Pl'rubnhan ntn, P ·rnturan Perncrinlah Nornor 18 T11hu11 

2016 ten tang Pcrnngknl Oncrnh (Lcmbarnn Nc~n, R •publik 

lndoncsiu Tnhun 20 I <J Nomor I 8, TAmbahnn Lcrnbaran 

N 'gBrn Rcpublik lndoncsin Nomor 6'102); 

9 Pcrnturnn Pcmerintah Nomor 2 Tahun 20 I 8 ten tang Stunciar 

Pclayannn Minirnnl (Lcmharnn Negara Rcpublik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lcrnbarnn Negnra Rcpublik 

lnctoncs1a Nomor 6178); 

l 0. Pcrnturan Pcmcrintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pcngcndalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rcncnna Pcmbangunan Dacrah (Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 I; 

Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 

4817); 

l I. Pcraturan Prcs1den Nomor l 8 Talmn 2020 ten tang Rencana 

Pembangunan Jangka Mencngah Nasional 2020-2024 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

IO); 

12. Peraturan Mentcri Dalam Negcri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Percncanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pcmbangunan Dacrnh, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Dacrah Tentang Rcncana Pcmbangunan Jangka 

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Rcpublik Indonesia tahun 

2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Serita Ngara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ); 

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kola Pagar 



Mcnrlapkan: 

Alam TAh1111 2005 2025 (I ·mlmrnn Dncrnh t<o1a Pognr Alam 

T11h11n 2007 No11101 (> scr i E), 

16 Pcrnlurnn Wnli Kola Nomor 11 Tohun 2023 lcntnng Rcncnr10 

Pc111uangu11011 Dncrnh Koln Pogar Alorn Tohun 2024 -2026 

(Bcritn dncrah Koln Pngnr Alnm 1'nhun 2023 No111or 11 ). 

MEMIJTUSJ<AN : 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAEl~AII KOTA PAOAR ALAM TAIIUN 2024 . 

BAO I 

KETENTUAN UMUM 

l'asal 1 

Dalam Peroturnn Wali Kolo ini, yang dimnksud dcngan : 

I. Koln nd11lah Kolo Pogar Alam. 

2. Pcmcrinlah Kola adolah Pcmerinlah Kola Pogar Alam. 

3. Wali Kola odalah Wali kola Pagar Alam . 

4. Badan Pcrencanaan Pemu11ngunan Dacrah adalah Oadan 

Pcrencanaan Pembangunan Dacrah Kola Pagar Alam. 

5. Rcncana Pembangunan Dacrah yang selanjulnya 

disingkat RPD acJalah dokumen perencanaan 

pembangunan dacrah Kola Pagar Alam Tahun 2024· 

2026. 

6. Rencana Strategis Saluan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen 

Pcrencanaan Pembangunan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dalam kurun waktu 3 (Tiga) Tahun. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024. 

8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat dengan RKA-Perangkat Daerah 

adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dari 

Perangkat Daerah sebagai penjabaran RKPD pada 

masing-masing Perangkat Daerah. 

9. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD 

adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota 

Pagar Alam yang melaksanakan urusan Pemerintah 

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi . 



/JAD I 
.,ISTEMATIKA 

UENCANA J<El?,JA I'EMERJNTAII IJA ERAII 

Pa ul 2 

(I) HKPD cligu11akan sc ba goi pctlomon dalum men lopkan ornh 

tlan kchijakan pcmhangunnn Luhunon Kol o Tohun 2024 . 

(2) RKPD cbngnimnno dimnksud pnd;i nya l (I) di usun i.c bogoi 

acuan dAlnm sctinp pc111bnng1111an <Inn scha gai lolak ukur 

lcrhadap kincrja Pcrncrintoh Kolo 

(3) Dokurncn naskah RKPD tli susun dcngan sistcmatika 

sebogai bcrikut : 

a. BAB I PENDAlf ULUAN 
b. IJAB II GAMHARAN UMUM KONDl~I DAERJ\11 
c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERJ\H DAN 

KEUANGAN DAERAH 
d. BAB JV SASARAN DAN PRIORITAS PEMDANGUNAN 

DAERAH 
e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DA ERA I I 

f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAII 

g. BAB VII PENUTUP 

Pasal 3 

RKPD mcrupakan penjabaran RPO Kola Tahun 2024-2026, 

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2024 . 

Pasal 4 

Pcrangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi 

dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah daJam 

meletakkan Program Priorilas Pembangunan Tahun 2024. 

PasaJ 5 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan 

pemantauan dan pengendaJian program prioritas PD dan lintas 

PD. 

PasaJ 6 

RKPD Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum daJam 

Lampiran Peraturan WaJi Kota ini merupakan satu kesatuan 

dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan WaJi Kota ini. 



dto

dto

Pnsn l 7 

l' ·rn t111n11 Wnli I 0111 ini 11111l11i IJ ,I 1lrn p:i cl 1 11111gw tl 

rli11nrl 11 11 glrn 11 . 

01u11g 111 11 gl'l11hu111y11, 111 ·111c1 int11hlrn11 

p •n 1111ul1111gn 11 l'c111l11m11 W11lt 1<0111 ini dcng 111 p 11c1111rn1a1111ya 

d11 la111 U ·ri tn Dn ·rn lt 1<0111 1'11gnr Al11111 . 

Diundangkan di Pogar Alnm 

padi:i 1ungga l 3 juL; w,1 

Ditc111plrn11 di Pngnr Alnm 

pndo ln11 ~g11 I 3 jvti cW,.J 

WALi l<OTA PAGAR ALAM , 

ALPIAN Mt\SKONI 

SEl<iu:;J'ARIS DAERAH !<OTA PAGAR ALAM, 

SAM~UL BAHl~I 

BERITA DAERAH l<OTA PAGAR ALAM TJ\HUN 2023 NOMOR 30 




